
 

WALIKOTA PADANG PANJANG 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG 

NOMOR 56 TAHUN 2020 

TENTANG 

STANDAR BIAYA KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) 
Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Standar Biaya Kota Padang Panjang Tahun 
Anggaran 2021; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

962); 

  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

  6. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik… 
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran negara 
Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 33); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran negara 
Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 57); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
547); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

976); 

  13. Peraturan Daerah Kota Padang panjang Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 
Nomor 8 Seri E.2); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA KOTA 

PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasal 1 

Standar Biaya Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021 adalah satuan 
biaya berupa tarif dan indeks yang ditetapkan untuk dijadikan acuan dalam 
analisa komponen biaya Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Padang Panjang Tahun Anggaran 2021. 

Pasal 2 

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan setiap tahun 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. standar biaya berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021; 
dan 

b. standar biaya Tahun Anggaran 2021 berfungsi sebagai batas tertinggi dan 

estimasi. 

Pasal 3 

Dalam hal belum ditetapkan beberapa besaran standar biaya sebagaimana 

dimaksud… 
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dimaksud dalam Pasal 1 maka usulan biaya dapat digunakan sepanjang 
perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat 

dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efisien, bersaing, transparan 
dan akuntabel disamping itu mengacu pada ketentuan yang lebih tinggi. 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang 

Panjang. 

  Ditetapkan di Padang Panjang 

pada tanggal 8 Oktober 2020 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 
 

dto 
 

FADLY AMRAN 

Diundangkan di Padang Panjang 
pada tanggal 8 Oktober 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 
 

dto 

 
SONNY BUDAYA PUTRA 

 

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 57 
 


